BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 460/ (82 /Kpts/BPT-PS/2019

TENTANG

PENETAPAN NAGARI PENERIMA HIBAH BARANG
ALAT BERMAIN ANAK UNTUK PROGRAM NAGARI SAYANG ANAK
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpatisipasi secara wajar sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak
diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah
Daerah melalui Program Nagari Sayang Anak di Kabupaten
Pesisir Selatan, maka perlu membantu Nagari berupa
hibah barang alat bermain anak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Nagari Penerima
Hibah Barang Alat bermain Anak Untuk Program Nagari
Sayang Anak Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;

bMengmgat ©l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis
Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886);
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10.

11.

12,

13.

14,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

Lembaga
Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang
Pengesahan Convetion On The Rights of The Child
(Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam
Pembangunan;

Lembaran

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang  Pembentukan  Produk Hukum  Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2
Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Seclatan Nomor 9

Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017
tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;

- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,
Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

19.

21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019,

MEMUTUSKAN :

Penetapan Nagari Penerima Hibah Barang Alat Bermain Anak

Untuk Program Nagari Sayang Anak di Kabupaten Pesisir

Selatan Tahun 2019, sebagai tercantum dalam Lampiran dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan

Bupati ini.

Nagari Penerima Hibah Barang Alat Bermain Anak untuk

Nagari Sayang Anak di Kabupaten Pesisir Selatan

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

mempersiapkan persyaratan sebagai berikut:

a. menyediakan tanah milik Nagari untuk Taman Bermain
Anak;

b. memelihara dan menjaga Taman Bermain Anak;

C. Nagari bersedia membentuk Tim Pemeliharaan dan
Pelestarian Taman Bermain Anak;

d. Nagari Bersedia melanjutkan pengembangan
pembangunan Taman Bermain Anak; dan

€. Nagari memberikan kesempatan yang sama bagi anak
untuk mengakses Taman Bermain Anak;
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KETIGA

REEMPAT

:ir““l“ biaya yang  tumbul schagar  akibat  ditetapkannys
Reputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belangn Daerah Kabupaten Pensir Selatan melalur Dokumen
Pelaksanuan Anpparan  Dinns  Sosial,  Pemberdayvian

l‘ﬂrmpmm dan Perhindungan  Anak Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2019,

Keputusan ini mulai berlaku pada tang

Painan
2N Februan 2019

Ditetupkan
Pada tangga
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LAMPIRAN

NOMOR
TANGGAL

TENTANG

 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

460/ 182 /Kpts/BPT-PS/2019
28 FEBRUARI 2019

: PENETAPAN NAGARI PENERIMA HIBAH BARANG

ALAT BERMAIN ANAK UNTUK PROGRAM NAGARI

SAYANG ANAK DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

Nama Nagari penerima hibah barang alat bermain anak untuk program
Nagari sayang anak di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019

NO KECAMATAN NAGARI
1. | Bayang Gurun Panjang

2. | Air Pura Tluk Kualo Inderapura
3. | Silaut Lubuk Bunt;

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI
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